SALINAN

PUTUSAN
NOMOR <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

PO ,
@K@;\—ﬂf

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu (Cerai Gugat)

pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, ‘umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,

pendidikan-, tempat kediaman di kuasa pada Mumu
Mutaqgin, S.H.Il. dan Widi Mulia, S.H., Advokat yang
berkantor di JL. Pahlawan K.H.Z. Musthafa, Ciseda, Desa
Sukaasih, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2022
yang telah didaftar dalam Register Kuasa Pengadilan
Agama Kota Tasikmalaya Nomor
1299/Req.K/924/2022/PA.Tmk tanggal 2 Agustus 2022
dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 50 tahun, agama lIslam, pekerjaan mengurus rumah

tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota
Tasikmalaya (Rumah Ibu Wini), dalam hal ini memberikan
kuasa khusus kepada Asep Iwan Ristiawan, S.H., M.H.,
Jajang Nurhidayat, S.H. dan Asep - Supriatna, S.H.,
Advokat/Pengacara yang  berkantor  di Perum Baitul
Marhamah 2, Blok E. 6, Kota Tasikmalaya, berdasarkan
surat Kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2022 yang
telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor
1369/Reg.K/0924/2022/PA.Tmk tanggal 15 Agustus 2022,

dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
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Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan
berhubungan dengan perkara banding ini;
DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan
Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor
<No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Tmk, tanggal 22 Juli 2022 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 22 Dzulhijah 1443 Hijriyah dengan mengutip amarnya
sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap
Penggugat (Terbanding);

3. Membebankan pada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan dibacakan, Penggugat dan Tergugat hadir
secara elektronik dengan diwakili oleh para kuasanya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan
permohonan banding pada Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 untuk
selanjutnya disebut sebagai Pembanding sebagaimana tercantum dalam
Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Tmk yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dan
permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat
untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu, tanggal '3 Agustus
2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada hari
Rabu, tanggal -3 Agustus 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori
Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya
Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Tmk pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus
2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Agama
Bandung agar memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor:
<No.Prk>/Pdt.G/2017/PA.Tmk;
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3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama
Kota Tasikmalaya untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara
a quo;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada
Terbanding sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori
Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Tmk, pada hari Rabu, tanggal
3 Agustus 2022 dan selanjutnya Terbanding telah mengajukan Kontra
Memori Banding pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 yang diterima
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sebagaimana Tanda
Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Tmk pada hari
Senin, tanggal 15 Agustus 2022 yang pada pokoknya mohon agar Majelis
Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk
mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;

2. Menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agam Kota Tasikmalaya
yang memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan dalam perkara
Nomor : <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Tmk, tanggal 22 Juli 2022;

3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul
dalam perkara ini ;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah dimohon untuk
diberitahukan kepada Pembanding, pada Selasa, tanggal 16 Agustus 2022
melalui Pengadilan Agama Tasikmalaya, tetapi relaas pemberitahuan
tersebut belum diterima oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya
sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Tmk tanggal
25 Agustus 2022;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu pada hari Kamis, tanggal
11 Agustus 2022 supaya datang memeriksa berkas perkara banding
(inzage), tetapi Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas banding

(inzage) sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera
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Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor
<No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Tmk tanggal 25 Agustus 2022;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu pada hari Rabu, tanggal
3 Agustus 2022 supaya datang memeriksa berkas perkara banding
(inzage), tetapi Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas banding
(inzage) sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera
Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor
<No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Tmk tanggal 25 Agustus 2022;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor
W10-A/2915/Hk.05/IX/2022, tanggal 7 September 2022 yang
menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Tmk, tanggal 22 Juli 2022
Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijah 1443 Hijriyah yang
dimohonkan banding pada tanggal 25 Agustus 2022, yang dikirim ke
Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Surat Pengantar Nomor
W10-A23/1610/HK.05/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 telah terdaftar
dalam' Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi
Agama Bandung Nomor 254/Pdt.G/2022/PTA Bdg. tanggal 7 September
2022, yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan
Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama
berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal
6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan
Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan - Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan
banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus
Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 22 Juli 2022 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1443 Hijriyah dengan dihadiri oleh
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kedua belah pihak berperkara secara elektronik dan permohonan banding
tersebut diajukan oleh Pembanding melalui kuasa hukumnya yang sah
pada tanggal 2 Agustus 2022, dengan demikian permohonan banding
tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding yaitu 11 (sebelas)
hari kalender sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, karenanya
permohonan banding a quo secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis' Hakim  Tingkat Banding
memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini,
dimana pihak ‘Pembanding maupun Terbanding, baik = pada Tingkat
Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada
Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah
diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal
4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembading dan Terbanding
dinyatakan mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam
perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai
judex factie berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah
diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada
Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama
Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding
memproses dan mengadili perkara a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah
berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula
melaksanakan proses mediasi dengan mediator Muhammad Abduh, M.H.I.,
mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya
yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan
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Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil, sehingga
perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah
memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan
Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara a quo secara litigatif
dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama
Bandung setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama
salinan resmi- putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor
<No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Tmk, tanggal 22 Juli 2022 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 22 Dzulhijah 1443 Hijriyah, Berita Acara Sidang, Memori
Banding yang diajukan oleh Pembanding dan Kontra Memori Banding yang
dianjukan  oleh’ Terbanding, utamanya setelah = memperhatikan
pertimbangan-pertimbangan hukum putusan tersebut, maka Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada dasarnya tidak sependapat
dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dengan
pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan
Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu Pembanding dengan Terbanding
masih melakukan kewajiban suami Istri, Terbanding masih melayani
Pembanding bahkan berhubungan badan dan: Terbanding masih
melakukan kewajiban untuk menafkahi Terbanding dan kesemua itu diakui
pula oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan “Perceraian hanya
dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang
bersangkutan berusaha dan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak”
Ayat (2) pasal ini menyatakan bahwa “Untuk melakukan Perceraian harus
ada cukup alasan bahwa antara suami isteri untuk tidak akan dapat hidup
rukum sebagai sebagai suami isteri”. jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

disebutkan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan,
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setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan
kedua belah pihak”;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan suami isteri selama
persidangan, sebagaimana jawaban Pembanding dan diakui oleh
Terbanding, berarti suami isteri tersebut telah rukun kembali atau damai,
sehingga alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang-
undang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan jo Pasal 115 Kompilasi
Hukum Islam, tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh
Abu Dawud, dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat
Banding, sebagai berikut :

(2512 abls) SUal a5 S d ) OO Gl <06 b il ) i ) e ek ) e
Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Sesuatu

perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Azza Wajalla
adalah talak (perceraian).”" (HR. Abu Dawud).

Menimbang, “ bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah
membaca berita acara sidang hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, point 4.2,
halaman 45 dalam jawaban Pembanding menyatakan masih melakukan
hubungan suami isteri dan berdasarkan replik Terbanding dalam berita
acara sidang hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, point 5 halaman 51, yang
membenarkan adanya hubungan suami isteri, dihubungkan ‘dengan
putusan  Majelis = Hakim -~ Tingkat Pertama halaman 21 yang
pertimbangannya menyatakan bahwa “mengenai masih adanya hubungan
suami isteri-yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat selama masa
persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan suami isteri
yang tidak didasari kerelaan oleh kedua pihak tidak menghilangkan adanya
pertengkaran dan perselisihan, Majelis~ Hakim Tingkat Banding
berpendapat bahwa dengan adanya hubungan suami isteri justru
mengakibatkan hilangnya perselisihan dan pertengkaran terus menerus
sehingga Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo
psal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tidak terbukti, sebab tidak ada

suami isteri yang melakukan hubungan suami isteri, kecuali suka sama
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suka, dengan demikian maka perselisihan dan pertengkaran terus menerus
menjadi gugur sehingga gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding
perkara a quo dinyatakan obscuur libel dan harus dinyatakan tidak dapat
diterima NO (Niet Onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan lainnya yang
belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 143.K/Sip/1956 tanggal
14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Majelis
Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan
keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, ~bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa
putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor
<No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Tmk, tanggal 22 Juli 2022 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 22 Dzulhijah 1443 Hijriyah tersebut = tidak dapat
dipertahankan oleh karenanya harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat

Banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya tersebut di bawabh ini;

Menimbang, bahwa perkara ini sengketa dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada peradilan Tingkat
Pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada peradilan
Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;
MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
Il. Membatalkan Putusan Pengadilan-Agama Kota Tasikmalaya Nomor

<No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Tmk, tanggal 22 Juli 2022 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 22 Dzulhijah 1443 Hijriyah,

Dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima NO (Niet
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Onvankelijk verklaard);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah

Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

[ll. Membebankan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya
perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima
puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim -~ Pengadilan  Tinggi - Agama - Bandung pada hari
Selasa, tanggal 27 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal
1 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.
sebagai Wakil Ketua Majelis dan Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Drs. H. Ayep
Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang
ditunjuk ‘oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan
Penetapan Nomor 254/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 7 September 2022,
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk ~umum oleh  Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim
Anggota dan dibantu Drs. H. Dadang Zaenal, M.M. sebagai Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota
ttd ttd
Drs. H. Ali Imron, S.H. Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H.
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Rincian biaya:
1. Administrasi
2. Redaksi
3. Meterai

Jumlah

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.

: Rp130.000,00

: Rp-10.000,00

: Rp 10.000,00 +

: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.
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